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ASBTRAK

Sarah Harianja, 202010115222. Penyelenggaraan Tv Berdasarkan Teknologi Digital
Menurut Undang-Undang (Uu) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghentian TV analog berdasarkan kepemilikan
frekuensi publik menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan
televisi digital berdasarkan kepemilikan frekuensi publik bertujuan untuk mengelola dan
mendistribusikan spektrum frekuensi radio yang terbatas agar dapat digunakan secara efisien
dan tidak menimbulkan gangguan antar saluran. Pengaturan ini juga harus mempertimbangkan
kepentingan dan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan penyiaran
dan publik, serta memastikan bahwa penggunaan frekuensi publik ini selaras dengan prinsip-
prinsip negara hukum dan kepentingan umum. Dalam hal ini, pengaturan televisi digital
berdasarkan kepemilikan frekuensi publik memberikan dasar hukum yang jelas untuk
mengatur penyiaran digital dan mengoptimalkan penggunaan frekuensi publik, serta
memastikan bahwa pengelolaan frekuensi publik dilakukan dengan cara yang menguntungkan
publik.

Kata Kunci: 4Analog Switch Off (ASO), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Mlgrasi Siaran

televisi

Penyelenggaraan Televisi.., Sarah Harianja, Fakultas Hukum, 2024



ABSTRACT

Sarah Harianja, 202010115222 Termination of Analog TV Based on Public Frequency
Ownership According to Law (Uu) Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government
Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law.
This study aims to analyze the discontinuation of analog TV based on public frequency
ownership according to Law Number 6 of 2023 on the Establishment of the Government
Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law. The method used is
normative juridical, referring to the applicable laws and regulations. The study results show
that regulating digital television based on public frequency ownership aims to manage and
distribute the limited radio frequency spectrum so that it can be used efficiently and does not
cause interference between channels. This regulation should also consider the interests and
needs of various stakeholders, including broadcasting companies and the public, and ensure
that the use of this public frequency aligns with the principles of the rule of law and the public
interest. In this case, regulating digital television based on public frequency ownership
provides a clear legal basis for regulating digital broadcasting and optimizing the use of public
frequencies and ensures that the management of public frequencies is conducted in a way that
benefits the public.

Keywords: Analog Switch Off (ASO), Law Number 6 of 2023, Television Broadcast Migration.
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